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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana komponen 

seperti pemerintah daerah dan komponen masyarakat mengelola berbagai sumber 

daya yang ada, untuk membentuk suatu pola kemitraan dalam menciptakan 

lapangan kerja baru untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut 

(Kuncoro, 2015). Pembangunan ekonomi daerah mempunyai titik puncak 

khususnya di Daerah Tingkat II (Kota/ Kabupaten) dalam awal pelaksanaan 

pembangunan, sehingga daerah dapat mengetahui dan mengelola potensi yang 

terdapat di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

Daerah diberikan wewenang untuk turut serta dalam pembangunan nasional 

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang tentunya tidak 

terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan 

dimana pemerintah daerah diberikan hak mengatur, dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah harus bisa menjamin berjalannya 

rumah tangga dengan baik atau yang lebih dikenal dengan sistem desentralisasi. 

Harapan daerah dalam melakukan hal ini tentunya tidak lain adalah untuk 

mengurus dan membiayai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan prinsip 

otonomi daerah.  

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang Pemerintahan 

Daerah, dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Praktek penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah 

diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, 

memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan 

daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, 

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak 

lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. 

Penerapan dari sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan 

kemampuan dalam menggali keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan 

kabupaten/kota yang termasuk dalam sistem pemerintahan daerah (Azhari, 2016). 

Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut untuk memiliki kemandirian dari sektor 

fiskal karena bantuan berupa subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat 

sebagai sumber pokok dalam APBD dirasa mulai kurang dukungannya dan 

menjadi sumber utamanya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. 

Tolak ukur pemerintah daerah berhasil menjalankan otonomi daerahnya 

adalah kemampuan keuangan daerahnya. Daerah otonom harus mampu menggali 

dan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri, disamping itu untuk 

meminimalisirkan ketergantungan bantuan pada pemerintah pusat. Artinya, 

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar pemerintah daerah 
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yang didukung oleh kebijakan pembagian sumber keuangan pusat dan daerah 

dalam menjalankan sistem pemerintahan negara. 

Otonomi daerah yang diterapkan sejatinya adalah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan dalam dapur rumah tangganya 

sendiri. Tujuannya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik sehingga dapat 

mengelola tatanan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari beberapa pos antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah yang 

sah. 

Salah satu usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar lebih potensial 

penerimaannya adalah melalui pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan 

instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah diberikan wewenang yang luas dalam memungut pajak daerahnya yang 

diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan 

bahwa untuk meningkatkan sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah 

sejatinya harus memiliki kekuatan yang bersumber dari penarikan pungutan pajak 

dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pajaknya dengan pemerintah 

daerah. Tujuannya adalah memberikan keluwesan untuk dapat menggali potensi 

serta meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian suatu 

daerah. 



4 
 

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. 

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (sebagai 

pengganti Undang-Undang No. 34 Tahun 2000) adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Bentuk usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak 

daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif 

perluasan objek pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum 

diusahakan oleh negara (Azhari, 2016). 

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran keperluan rumah tangga daerah dalam 

menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otonom. Pengeluaran- 

pengeluaran seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, membiayai administrasi pemerintah, serta 

membiayai kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak 

swasta yaitu berupa barang-barang publik (Azhari, 2016). 

Palembang merupakan ibukota provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang 

adalah jantung perekonomian provinsi Sumatera Selatan, seluruh kegiatan 

perekonomian berpusat di Kota Palembang. Hal itu membuat Kota Palembang 

menjadi objek yang sangat potensial dalam melakukan pungutan pajak daerah. 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dalam urusan pembiayaan daerah 
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tersebut. Pajak daerah Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis pajak, antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air 

bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral logam dan batuan, pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan 

bangunan. 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2013 

(Rp) 

Tahun Pajak Daerah 
Retribusi 

Daerah 

Pengelolaan 

Kekayaan 

yang 

Dipisahkan 

Lain-Lain 

Pendapatan 

Asli Daerah 

yang Sah 

2010 104.047.313.437 65.175.505.023 23.533.118.892 62.437.716.891 

2011 207.746.349.410 81.710.682.296 35.184.073.541 48.336.936.669 

2012 333.104.821.406 106.509.830.739 27.403.396.984 54.859.405.388 

2013 357.230.028.259 118.616.385.724 24.824.227.739 188.432.962.370 

Sumber: BPPD Kota Palembang (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah seiring 

berjalannya waktu mengalami peningkatan yang signifikan, sebenarnya angka 

tersebut masih dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti 

intensifikasi, dan eksistensifikasi pajak daerah yang mendukung kenaikan 

penerimaan pajak daerah tersebut terutama di Kota Palembang. Hal ini 

menunjukan bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, dalam menyokong 

pembangunan itu sendiri. 
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Tabel 1.2 Kontribusi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kota 

Palembang Tahun 2014-2017 (Rp) 

Pajak Daerah Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Pajak Hotel 38.869.545.560 43.539.617.438 52.346.963.653 57.255.225.469 

Pajak Restoran 45.527.716.420 57.718.132.607 70.544.503.680 79.348.336.478 

Pajak Hiburan 10.846.608.407 12.608.936.834 16.940.474.310 22.228.414.984 

Pajak Reklame 14.185.516.850 15.318.876.606 16.567.211.469 18.113.700.816 

Pajak Penerangan 

Jalan PLN 
115.097.485.083  134.093.161.585 138.836.706.156 154.822.143.719 

Pajak Penerangan 

Jalan Non PLN 
4.095.070.814 4.508.080.811 5.786.841.229 5.772.368.641 

Pajak Parkir 18.102.433.974 21.117.176.973 24.783.105.599 28.018.461.348 

Pajak Air Bawah 

Tanah 
9.549.000 10.300.905 22.553.728 51.361.311 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
26.400.000 64.109.000 68.450.001 77.849.880 

Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

276.239.933 652.114.844 691.787.625 807.044.703 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan 

83.810.426.995 97.443.811.213 117.558.226.402 166.521.800.165 

Bea Perolahan Hak 

Atas Tanah dan 

Bangunan 

132.727.606.144 92.038.580.407 92.405.857.197 146.996.045.395 

Sumber: BPPD Kota Palembang (Data Diolah) 

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa diantara klasifikasi yang terdapat dalam 

sumber penerimaan pajak daerah, salah satunya yang memberikan sumber 

penerimaan yang cukup besar adalah terletak pada sektor Pajak Penerangan Jalan 

yang dihasilkan oleh PLN dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pajak 

Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan 

bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. Pajak Penerangan 

Jalan tidak hanya dari PLN namun juga berasal dari non PLN. Pajak Penerangan 

Jalan yang dihasilkan PLN tahun 2014-2015 mengalami kenaikan penerimaan 

sebesar Rp 18.995.676.502,-. Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan penerimaan 

sebesar Rp 4.743.544.571,-. Tahun 2016-2017 mengalami kenaikan penerimaan 
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sebesar Rp 15.985.437.563,-. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan non PLN setiap 

tahunnya dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 

mengalami penurunan. Tahun 2014-2015 mengalami kenaikan penerimaan 

sebesar Rp 413.009.997,-. Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 

Rp1.278.760.418,-. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan atau defisit sebesar 

Rp 14.472.588,-. Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh pemerintah daerah 

mengindikasikan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki penerimaan yang 

potensial dan produktif. 

Tabel 1.3 Jumlah Pelanggan berdasarkan Kategori Pelanggan di Kota 

Palembang 

Kategori 
Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Rumah 

Tangga 
1.191.649 1.288.557 1.375.845 1.478.999 1.575.664 

Bisnis 84.559 88.405 91.058 94.705 97.354 

Industri 794 847 907 958 1.015 

Pemerintah 7.064 7.786 8.307 8.936 10.043 

Sosial 14.626 15.374 16.175 17.171 18.075 

Lain-lain 139 - - 206 234 

Sumber: PT PLN Persero (Data Diolah) 

Pada tabel 1.3 terdapat jumlah pelanggan berdasarkan kategori pelanggan 

yang terdiri atas kategori, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, sosial dan 

lain-lain. Pada kategori rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan sosial pada 

tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Pada kategori lain-lain dari tahun 2014-

2016 tetap atau tidak mengalami perubahan, sedangkan pada tahun 2017-2018 

mengalami kenaikan sebesar 28. Jumlah pelanggan berdasarkan kategori 

mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya kenaikan terhadap penerimaan 

pajak penerangan jalan yang dihasilkan oleh PLN. 
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Tabel 1.4 Jumlah KWH berdasarkan Kategori Pelanggan di Kota 

Palembang (KWH) 

Kategori 
Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Rumah 

Tangga 
243.816.386 260.889.584 256.637.359 266.880.880 278.517.394 

Bisnis 109.341.004 118.472.204 118.614.640 127.859.531 137.064.382 

Industri 78.518.569 92.022.812 101.948.811 106.422.215 97.328.455 

Pemerintah 22.349.140 24.987.695 23.108.894 26.018.335 28.482.179 

Sosial 19.663.286 21.614.988 22.155.606 24.156.034 26.082.951 

Lain-lain 1.203.641 274.373 399.141 536.271 11.531.309 

Sumber: PT PLN Persero (Data Diolah) 

Pada tabel 1.4 terdapat jumlah KWh berdasarkan kategori pelanggan yang 

terdiri atas kategori rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, sosial, dan lain-

lain. Pada kategori rumah tangga tahun 2014-2015 mengalami kenaikan, 

sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dan diikuti pada tahun 

2017-2018 mengalami kenaikan. Pada kategori bisnis, sosial, dan lain-lain 

mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2014-2018. Pada kategori pemerintah 

mengalami kenaikan dan penurunan terbukti pada tahun 2014-2015 mengalami 

kenaikan, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 

2016-2018 terus mengalami kenaikan.  

Adanya perubahan kebutuhan yang semakin meningkat membuat 

penerimaan Pajak Penerangan Jalan semakin besar pula penerimaannya, hal itu 

dikarenakan kenaikan jumlah pendapatan penjualan pemakaian listrik yang 

diterima PLN semakin besar dan tentunya pajak yang dibayarkan oleh PLN ke 

pemungut pajak semakin besar pula ditambah dengan perhitungan tarif yang telah 

ditetapkan pemerintah daerah. Adanya fenomena ini menunjukan perlunya 

analisis mengenai Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan oleh PLN dan non 
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PLN telah berupaya dalam menyumbangkan penerimaan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, hal ini dimaksudkan agar dapat menggali lebih dalam potensi Pajak 

Penerangan Jalan yang diterima agar nantinya penerimaan tersebut dapat 

digunakan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya 

demi keamanan, ketertiban serta menambah unsur estetika tata kota Palembang. 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas 

Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertumbuhan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota 

Palembang pada tahun 2014-2018?. 

2. Bagaimana efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada 

tahun 2014-2018?. 

3. Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada 

tahun 2014-2018?. 

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan 

efektif dan tidak efektif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah?. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pertumbuhan potensi Pajak Penerangan Jalan di 

Kota Palembang pada tahun 2014-2018. 

2. Untuk menganalisis efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota 

Palembang pada tahun 2014-2018. 

3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang pada tahun 2014-2018. 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan 

Jalan efektif dan tidak efektif terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang pajak derah terutama pada Pajak Penerangan Jalan, 

dalam hal ini difokuskan untuk mengetahui laju pertumbuhan potensi 

Pajak Penerangan Jalan, efektifitas dari Pajak Penerangan Jalan, dan 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Palembang. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan masyarakat Kota Palembang mengenai pungutan yang berasal 
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dari Pajak Penerangan Jalan dalam menyumbangkan penerimaan bagi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi para pembaca 

dengan berdasarkan teori yang ada dalam melakukan penelitian 

selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan topik ini. 

4. Bagi Pembuat Kebijakan 

Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang dan PT PLN sebagai perusahaan penyedia jasa 

listrik. Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi evaluasi lebih 

mendalam sejauh mana Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang telah 

efektif atau belum dan dapat menambah masukan-masukan dengan 

melihat data-data yang telah ada. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dengan judul Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, 

Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018 yang tersusun dalam 

lima bab atau bagian, dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang telah 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 
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Pada bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengurai teori-teori dan konsep umum 

berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini 

dilakukan. Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data yang 

digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang mendukung judul 

penelitian ini dan penjelasan mengenai bagaimana hasil analisis data dan 

informasi yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara 

terhadap pihak terkait. Melalui analisis tersebut, maka akan diperoleh suatu hasil 

yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran pada 

penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi 

pemerintah Kota Palembang selaku pembuat kebijakan, masyarakat, dan peneliti 

selanjutnya yang mempunyai kepentingan dalam penelitian ini agar lebih baik 

lagi. 
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